WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan
program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu
dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja pada satuan kerja perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturuan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang
Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun
2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus
Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
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Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 44);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 31);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2011 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 43);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 32);
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Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor
18);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 13);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2015 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 48
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2015 Nomor 22) yang mengatur
perubahan dan/atau pergeseran anggaran program dan
kegiatan pada:

a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan;

b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Pasuruan;

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan;

Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota
Pasuruan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan; dan

5@ oo

Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Kota Pasuruan,

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juli 2015

WALIKOTA PASURUAN,
ttd.

HASANI



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 53

SALINAN
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd,
YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.

Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008




LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA

PASURUAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PERGESERAN DAN/ATAU PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAF

TAHUN ANGGARAN 2015 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAF

Urusan Pemerintahan 1.03 Dinas Pekerjaan Umum
Organisasi 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambah/(Kurang)

1 2 3 4 5=3-4
1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 4.846.452.000,00 8.795.052.000,00 3.948.600.000,00
1.03.1.03.01.15.29 Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 0,00 3.948.600.000,00 3.948.600.000,00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 0,00 3.948.600.000,00 3.948.600.000,00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 3.948.600.000,00 3.948.600.000,00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 3.948.600.000,00 3.948.600.000,00
1.03.1.03.01. 16 :;‘:gr';m pembangunan saluran drainase/gorong- | 4 ez 745.000.00|  6.059.145.000,00|  1.551.400.000,00
1.03.1.03.01.16. 05 Peningkatan Trotoar dan Drainase (Bantuan 000|  1.551.400.000,00|  1.551.400.000,00

Provinsi)
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 0,00 1.551.400.000,00 1.551.400.000,00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 1.551.400.000,00 1.551.400.000,00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelengkap Jalan 0,00 1.551.400.000,00 1.551.400.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan
1.03.1.03.01.24 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 8.745.067.000,00 12.745.067.000,00 4.000.000.000,00
lainnya
1.03.1.03.01.24. 31 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Irigasi (Bantuan 000  1.714950.000,00|  1.714.950.000,00
Provinsi)
1.03.1.03.01.24.31.5.2.3 Belanja Modal 0,00 1.714.950.000,00 1.714.950.000,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 1.714.950.000,00 1.714.950.000,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 0,00 1.714.950.000,00 1.714.950.000,00
1.03.1.03.01.24.35 Pembangunan Saluran Drainase dan lrigasi 000|  2285.050.000,00|  2.285.050.000,00
(Bantuan Provinsi)
1.03.1.03.01.24.35.5.2.3 Belanja Modal 0,00 2.285.050.000,00 2.285.050.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 2.285.050.000,00 2.285.050.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 0,00 2.285.050.000,00 2.285.050.000,00




Urusan Pemerintahan 1.11 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi 1.11.01  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambahi(Kurang)
1 2 3 4 5=3-4
1.12.1.11.01.25 Peningkatan Mutu Pelayanan KB 994.125.700,00 994.125.700,00 0,00
112.1.11.01.25. 01 ’(’Deg,g()adaa" Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 994.125.700,00 994.125.700,00 0,00
1.12.111.01.25.01.5.2.1 Belanja Pegawai 7.525.000,00 7.500.000,00 (25.000,00)
1.12.111.01.25.01.5.2.1.01 Honorarium PNS 7.525.000,00 7.500.000,00 (25.000,00)
1.12.111.01.25.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
112.111.01.25.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.125.000,00 3.100.000,00 (25.000,00)
1.12.111.01.25.01.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 800.000,00 800.000,00 0,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 284.467.700,00 299.292.700,00 14.825.000,00
1.12.111.01.25.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.349.500,00 2.374.500,00 25.000,00
112.1.11.01.25.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.199.500,00 2.224.500,00 25.000,00
1.12.111.01.25.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 112.500.000,00 223.300.000,00 110.800.000,00
112.1.11.01.25.01.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 112.500.000,00 223.300.000,00 110.800.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.843.200,00 3.843.200,00 0,00
112.1.11.01.25.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.843.200,00 3.843.200,00 0,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00
112.111.01.25.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00
112.1.41.01.25.01.5.2.2.23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 160.000.000,00 64.000.000,00 (96.000.000,00)
Masyarakat/Pihak Ketiga
112.1.11.01.25.01.5.2.2.23 .01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 160.000.000,00 64.000.000,00 (96.000.000,00)
Masyarakat
1.12.111.01.25.01.5.2.3 Belanja Modal 702.133.000,00 687.333.000,00 (14.800.000,00)
142.1.11.01.25.01.5.2.3. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 351.183.000,00 322.133.000,00 (29.050.000,00)
Darat Bermotor
112.1.11.01.25.01.5.2.3.03. 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 351.183.000,00 322.133.000,00 (29.050.000,00)
Bermotor Boks
112.1.11.01.25.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00
1.12.111.01.25.01.5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00
112.1.11.01.25.01.5.2.3. 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
112.111.01.25.01.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)
112.111.01.25.01.5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)
1.12.1.11.01.25.01.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 202.000.000,00 202.000.000,00 0,00
112.111.01.25.01.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00




1.12.111.01.25.01.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00
112.111.01.25.01.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1.12.1.11.01.25.01.5.2.3.12.09 (Flasd Disk, Mouseg,] Keyboard, ngd Disk, Speaker dil) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 21.050.000,00 0,00 (21.050.000,00)
1.12.111.01.25.01.5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00)
112.111.01.25.01.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00)
1.12.111.01.25.01.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00)
1.12.1.11.01.25.01.5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00)
112.111.01.25.01.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 3.550.000,00 0,00 (3.550.000,00)
1.12.111.01.25.01.5.2.3.13.18 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00)
112.1.11.01.25.01.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)
Rumah Tangga
112.111.01.25.01.5.2.3.15.12 Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)
112.1.11.01.25.01.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 39.200.000,00 39.200.000,00
1.12.111.01.25.01.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 0,00 39.200.000,00 39.200.000,00
Urusan Pemerintahan 1.19 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambahi(Kurang)
1 2 3 4 5=3-4
Program Pembinaan dan Pengembangan
1.19.1.19.01.24 . 1.262.268.100,00 1.557.018.100,00 294.750.000,00
Kewaspadaan Nasional
1.19.1.19.01.24.01 Fasilitasi Stabilitas Wilayah 846.457.100,00 1.141.207.100,00 294.750.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1 Belanja Pegawai 796.385.000,00 1.091.135.000,00 294.750.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.01 Honorarium PNS 429.350.000,00 429.350.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.01.05 Honorarium Tenaga Pengamanan PNS 48.350.000,00 48.350.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 381.000.000,00 381.000.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 309.000.000,00 603.750.000,00 294.750.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non PNS 309.000.000,00 603.750.000,00 294.750.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.03 Uang Lembur 58.035.000,00 58.035.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 58.035.000,00 58.035.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.072.100,00 50.072.100,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.312.600,00 1.312.600,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.312.600,00 1.312.600,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 160.000,00 160.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.02. 11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 169.500,00 169.500,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 169.500,00 169.500,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00




Urusan Pemerintahan

1.19

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Organisasi 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambahi(Kurang)
1 2 3 4 5=3-4
1.19.1.19.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.600.000,00 2.700.000,00 (3.900.000,00)
perundang-undangan
119.1.19.03.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 2.700.000,00 (3.900.000,00)
119.1.19.03.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 2.700.000,00 (3.900.000,00)
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.600.000,00 2.700.000,00 (3.900.000,00)
1.19.1.19.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 223.000.000,00 234.508.700,00 11.508.700,00
Aparatur
1.19.1.19.03.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00 22.608.700,00 7.608.700,00
119.1.19.03.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
119.1.19.03.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
119.1.19.03.02.22.5.2.3 Belanja Modal - 7.608.700,00 7.608.700,00




1.19.1.19.03.02.22.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman - 7.608.700,00 7.608.700,00
1.19.1.19.03.02.22.5.2.3.34.01 Belanja Modal Pengadaan Taman Gedung - 7.608.700,00 7.608.700,00
1.19.1.19.03.02. 28 fae,"';i"'a' aan rutin/berkala peralatan gedung 5.000.000,00 8.900.000,00 3.900.000,00
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 8.900.000,00 3.900.000,00
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 8.900.000,00 3.900.000,00
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan Kantor 5.000.000,00 8.900.000,00 3.900.000,00
1.19.1.19.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 160.000.000,00 152.191.300,00 (7.808.700,00)
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Anggota Tim
1.19.1.19.03.03. 08 s ARg(o ta Pasuruan Ses{J ai Stan(?ar Equ;('fmen ¢ 60.000.000,00 52.191.300,00 (7.808.700,00)
1.19.1.19.03.03.08.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.1.01 Honorarium PNS 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100.000,00 100.000,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.150.000,00 50.341.300,00 (7.808.700,00)
1.19.1.19.03.03.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 145.750,00 145.750,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 145.750,00 145.750,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000,00 75.000,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 75.000,00 75.000,00 0,00
1.19.1.19.03.03.08.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 57.929.250,00 50.120.550,00 (7.808.700,00)
1.19.1.19.03.03.08.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 57.929.250,00 50.120.550,00 (7.808.700,00)
1.19.1.19.03. 23 :;‘;9;2:195‘::"1‘;'::25?0'f’;:';t ;2:22?12“" Dini 178.800.000,00 209.000.000,00 30.200.000,00
1.19.1.19.03.23. 01 Kesiagaan Menghadapi Ancaman Bencana Bagi 120.000.000,00 150.200.000,00 30.200.000,00
Pegawai BPBD
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1 Belanja Pegawai 92.600.000,00 122.800.000,00 30.200.000,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.01 Honorarium PNS 60.800.000,00 61.800.000,00 1.000.000,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.01.06 Honorarium Tenaga Harian 58.400.000,00 59.400.000,00 1.000.000,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 31.800.000,00 61.000.000,00 29.200.000,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 31.800.000,00 61.000.000,00 29.200.000,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.150,00 1.650.150,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.150,00 1.650.150,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 492.000,00 492.000,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.02. 11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 492.000,00 492.000,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 617.850,00 617.850,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 617.850,00 617.850,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 18.040.000,00 18.040.000,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 18.040.000,00 18.040.000,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
1.19.1.19.03 . 25 Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan 55.000.000,00 25.000.000,00 (30.000.000,00)

Rekonstruksi Akibat Bencana




Pelayanan dan Koordinasi Rehabilitasi

1.19.1.19.03.25.01 Rekonstruksi Sarana Umum Masyarakat yang 35.000.000,00 15.000.000,00 (20.000.000,00)
Rusak Akibat Bencana
1.19.1.19.03.25.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.163.000,00 4.488.000,00 (1.675.000,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.1.01 Honorarium PNS 2.575.000,00 900.000,00 (1.675.000,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175.000,00 0,00 (175.000,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 600.000,00 900.000,00 300.000,00
1.19.1.19.03.25.01.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.588.000,00 3.588.000,00 0,00
1.19.1.19.03.25.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.588.000,00 3.588.000,00 0,00
1.19.1.19.03.25.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.837.000,00 10.512.000,00 (18.325.000,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 271.500,00 317.000,00 45.500,00
1.19.1.19.03.25.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 271.500,00 317.000,00 45.500,00
1.19.1.19.03.25.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.565.500,00 2.355.000,00 (11.210.500,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 13.565.500,00 2.355.000,00 (11.210.500,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 7.840.000,00 (7.160.000,00)
1.19.1.19.03.25.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 7.840.000,00 (7.160.000,00)
1.19.1.19.03 . 25. 02 Pelayanan Rekonstruksi Sosial Bagi Masyarakat 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00)
Korban Bencana
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1 Belanja Pegawai 13.680.000,00 5.728.000,00 (7.952.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1.01 Honorarium PNS 13.680.000,00 5.728.000,00 (7.952.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 600.000,00 400.000,00 (200.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1.01.11 Honorarium Tenaga Medis/Paramedis 11.280.000,00 3.528.000,00 (7.752.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00 4.272.000,00 (2.048.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 320.000,00 272.000,00 (48.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 320.000,00 272.000,00 (48.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00)
1.19.1.19.03.25.02.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00)




Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi 1.20.03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi 1.20.03.01  Bagian Umum
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambahi(Kurang)

1 2 3 4 5=3-4
1.20.1.20.03.00.00.5 BELANJA 63.978.258.150,00 63.585.608.150,00 (392.650.000,00)
1.20.1.20.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.617.251.650,00 14.224.601.650,00 (392.650.000,00)
1.20.1.20.03.00.00 Non Kegiatan 14.617.251.650,00 14.224.601.650,00 (392.650.000,00)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 14.617.251.650,00 14.224.601.650,00 (392.650.000,00)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 13.513.781.650,00 13.400.983.250,00 (112.798.400,00)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 9.738.660.100,00 9.625.861.700,00 (112.798.400,00),
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 1.076.838.100,00 1.076.838.100,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 729.040.000,00 729.040.000,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 607.087.000,00 607.087.000,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 875.937.600,00 875.937.600,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 122.158.400,00 122.158.400,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 217.750,00 217.750,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09 luran Asuransi Kesehatan 299.512.260,00 299.512.260,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.23 luran Asuransi Ketenagakerjaan 64.330.440,00 64.330.440,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.101.400.000,00 821.548.400,00 (279.851.600,00)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 393.600.000,00 273.248.400,00 (120.351.600,00),
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.04 ;f;‘;:;ha” Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
120.1.20.03.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 701.800.000,00 542.300.000,00 (159.500.000,00)

Obyektif Lainnya
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00




Urusan Pemerintahan

1.20

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Organisasi 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKD)
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambahi(Kurang)

1 2 3 4 5=3-4
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 35.847.310.000,00 40.220.210.000,00 4.372.900.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 35.847.310.000,00 40.220.210.000,00 4.372.900.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.01 DAK Bidang Pendidikan 12.639.990.000,00 12.639.990.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.02 DAK Bidang Kesehatan 4.591.120.000,00 4.591.120.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 4.396.090.000,00 4.396.090.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.04 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 1.755.520.000,00 1.755.520.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.415.600.000,00 1.415.600.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.665.250.000,00 1.665.250.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2.840.430.000,00 2.840.430.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.09 DAK Bidang Pertanian 2.229.750.000,00 6.602.650.000,00 4.372.900.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.10 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.228.060.000,00 1.228.060.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.11 DAK Bidang Keluarga Berencana 886.030.000,00 886.030.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.14 DAK Bidang Perdagangan 1.625.260.000,00 1.625.260.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.15 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 574.210.000,00 574.210.000,00 0,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 8.211.473.000,00|  22.711.473.000,00|  14.500.000.000,00

Daerah Lainnya
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 8.211.473.000,00 22.711.473.000,00 14.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur 8.211.473.000,00 22.711.473.000,00 14.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5 BELANJA 82.956.554.398 82.656.610.398,00 (299.944.000,00)
1.20.1.20.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 76.540.318.740 76.240.374.740,00 (299.944.000,00)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja Hibah 56.073.291.260 55.773.347.260,00 (299.944.000,00)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 20.496.134.500 20.196.190.500,00 (299.944.000,00)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 20.496.134.500 20.196.190.500,00 (299.944.000,00)




Urusan Pemerintahan

1.20

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Organisasi 1.20.10 Kecamatan Purworejo
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambahi(Kurang)

1 2 3 4 5=3-4
1.20.1.20.10.00.00.5 BELANJA 6.863.745.300,00 7.256.395.300,00 392.650.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.542.222.600,00 4.934.872.600,00 392.650.000,00
1.20.1.20.10.00.00 Non Kegiatan 4.542.222.600,00 4.934.872.600,00 392.650.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 4.542.222.600,00 4.934.872.600,00 392.650.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.542.222.600,00 4.542.222.600,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.342.440.400,00 3.342.440.400,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 362.430.900,00 362.430.900,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 333.204.300,00 333.204.300,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 90.181.000,00 90.181.000,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 224.019.600,00 224.019.600,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 65.496.600,00 65.496.600,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 65.000,00 65.000,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.09 luran Asuransi Kesehatan 102.596.400,00 102.596.400,00 0,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.23 luran Asuransi Ketenagakerjaan 21.788.400,00 21.788.400,00 0,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 392.650.000,00 392.650.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 0,00 121.500.000,00 121.500.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 0,00 271.150.000,00 271.150.000,00

Obyektif Lainnya




Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi 1.20.11 Kecamatan Gadingrejo
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambahi(Kurang)
1 2 3 4 5=3-4
1.20.1.20.11. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.057.271.120,00|  2.057.271.120,00 0,00
Aparatur

1.20.1.20.11.02.59 Relokasi Kantor Kelurahan Petahunan 1.966.200.000,00 1.966.200.000,00 0,00
1.20.1.20.11.02.59.5.2.1 Belanja Pegawai 19.202.000,00 0,00 (19.202.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.1.01 Honorarium PNS 12.650.000,00 0,00 (12.650.000,00)
120.1.2011.02.59.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175.000,00 0,00 (175.000,00)
120.1.2011.02.59.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 375.000,00 0,00 (375.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900.000,00 0,00 (900.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.1.03 Uang Lembur 6.552.000,00 0,00 (6.552.000,00)




1.20.1.20.11.02.59.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 6.552.000,00 0,00 (6.552.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.014.000,00 0,00 (95.014.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.810.000,00 0,00 (1.810.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.810.000,00 0,00 (1.810.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 604.800,00 0,00 (604.800,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 (300.000,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 304.800,00 0,00 (304.800,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 92.599.200,00 0,00 (92.599.200,00)
120.1.2011.02.59.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 55.559.520,00 0,00 (55.559.520,00)
1.20.1.2011.02.59.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 37.039.680,00 0,00 (37.039.680,00)
1.20.1.20.11.02.59.5.2.3 Belanja Modal 1.851.984.000,00 1.966.200.000,00 114.216.000,00
1.20.1.20.11.02.59.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian’®) | 4 o54 984 000,00 1.966.200.000,00 114.216.000,00

Bangunan
1.20.1.20.11.02.59.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian 1.851.984.000,00|  1.966.200.000,00 114.216.000,00

Gedung Kantor

Program Peningkatan pengembangan sistem
1.20.1.20.11. 06 pelagporan capa‘-‘i’an kin:rja%an keugngan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
1.20.1.20.11 . 06 . 01 Zggg :,’:n”;?,"':j:k”’"e" Perencanaan dan Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 17.820.000,00 18.152.000,00 332.000,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1.01 Honorarium PNS 1.800.000,00 6.200.000,00 4.400.000,00
120.1.2011.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 6.200.000,00 4.400.000,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 16.020.000,00 11.952.000,00 (4.068.000,00)
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 16.020.000,00 10.944.000,00 (5.076.000,00)
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.008.000,00 1.008.000,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.180.000,00 6.848.000,00 (332.000,00)
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 547.000,00 665.000,00 118.000,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 547.000,00 665.000,00 118.000,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.233.000,00 1.383.000,00 150.000,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 750.000,00 900.000,00 150.000,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 483.000,00 483.000,00 0,00
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00)
120.1.2011.06.01.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00)
1.20.1.20.11. 06 . 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 20.175.000,00 18.008.000,00 (2.167.000,00)
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.175.000,00 6.200.000,00 (13.975.000,00)
120.1.2011.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 6.200.000,00 4.400.000,00
120.1.2011.06.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 18.375.000,00 0,00 (18.375.000,00)
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 0,00 11.808.000,00 11.808.000,00
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 0,00 10.368.000,00 10.368.000,00
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.825.000,00 6.992.000,00 2.167.000,00
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.967.000,00 2.834.000,00 (133.000,00)
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.967.000,00 2.834.000,00 (133.000,00)
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.858.000,00 1.518.000,00 (340.000,00)
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.300.000,00 1.200.000,00 (100.000,00)
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 558.000,00 318.000,00 (240.000,00)




1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00
120.1.2011.06.06.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00
1.20.1.20.11.06.. 08 i::; ‘;ISO‘;;':;' Z;’::’;;;:g:’a"g SKPD dan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 13.572.000,00 14.932.000,00 1.360.000,00
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.01 Honorarium PNS 1.800.000,00 6.400.000,00 4.600.000,00
120.1.2011.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 6.400.000,00 4.600.000,00
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 11.772.000,00 8.532.000,00 (3.240.000,00)
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 9.612.000,00 7.452.000,00 (2.160.000,00)
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2.160.000,00 1.080.000,00 (1.080.000,00)
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.428.000,00 5.068.000,00 (1.360.000,00)
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 698.000,00 778.000,00 80.000,00
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 698.000,00 778.000,00 80.000,00
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.680.000,00 3.240.000,00 (1.440.000,00)
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 4.680.000,00 3.240.000,00 (1.440.000,00)




Urusan Pemerintahan 2.01 Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Organisasi 2.01.01 Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Tambah/(Kurang)
1 2 3 4 5=3-4
2.01.2.01.01.26 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 5.971.369.700,00 15.344.269.700,00 9.372.900.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
2.01.2.01.01.26.03 Bidang Pertanian (DAK APBN-P) 0,00 4.372.900.000,00 4.372.900.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3 Belanja Modal 0,00 4.372.900.000,00 4.372.900.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3.14.16 Belanja Modal Pengadaan Tandon Air 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3. 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 655.935.000,00 655.935.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 655.935.000,00 655.935.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 1.749.160.000,00 1.749.160.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 0,00 1.749.160.000,00 1.749.160.000,00
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan KonstruksilPembelian’) 000|  1.582.805.000,00|  1.582.805.000,00
Bangunan
2.01.2.01.01.26.03.5.2.3.26.13 Belanja Modal Pengadaan Konsiruksi Rumah 000|  1.582.805.00000|  1.582.805.000,00
Genset/Pompa Air
Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
2.01.2.01.01.26.04 Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (Bantuan 0,00 542.492.500,00 542.492.500,00
Provinsi)
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3 Belanja Modal 0,00 542.492.500,00 542.492.500,00
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 0,00 43.237.500,00 43.237.500,00
Rumah Tangga
2.01.201.01.26.04.5.2.3.15.07 Belanja Modal Pengadaan Teralis 0,00 43.237.500,00 43.237.500,00
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian®) 0,00 499.255.000,00 499.255.000,00
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konsiruksi/Pembelian 0,00 115.197.000,00 115.197.000,00
Gedung Kantor
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3.26. 04 Belanja Modal Pengadaan Konsiruksi/Pembelian 0,00 384.058.000,00 384.058.000,00
Gedung Gudang
2.01.2.01.01. 26 .05 Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 0,00|  4.457.507.50000|  4.457.507.500,00
Bidang Pertanian (Bantuan Provinsi)
2.01.2.01.01.26.05.5.2.3 Belanja Modal 0,00 4.457.507.500,00 4.457.507.500,00
2.01.2.01.01.26.05.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 0,00 136.400.000,00 136.400.000,00
2.01.2.01.01.26.05.5.2.3.02.01 Belanja Modal Pengadaan Traktor 0,00 136.400.000,00 136.400.000,00
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan 0,00 73.500.000,00 73.500.000,00
Pertanian dan Peternakan
2.01.201.01.26.04.5.2.3.09.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot Hama 0,00 73.500.000,00 73.500.000,00
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3. 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 209.500.000,00 209.500.000,00
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 209.500.000,00 209.500.000,00
2.01.2.01.01.26.04.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 4.038.107.500,00 4.038.107.500,00




2.01.2.01.01.26.04. .3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 0,00 4.038.107.500,00 4.038.107.500,00
2.05.2.01.01.26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 966.450.000,00 966.450.000,00 0,00

Perikanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih
2.05.2.01.01.26.05 Ikan (BBI) (DAK) 235.620.000,00 235.620.000,00 0,00
2.05.2.01.01.26.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 235.620.000,00 0,00 (235.620.000,00)
2.05.2.01.01.26.05.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 235.620.000,00 0,00 (235.620.000,00)
2.05.2.01.01.26.05. .2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 235.620.000,00 0,00 (235.620.000,00)
2.05.2.01.01.26.05.5.2.3 Belanja Modal 0,00 235.620.000,00 235.620.000,00
2.05.2.01.01.26.05.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian’) 0,00 235.620.000,00 235.620.000,00

Bangunan
205.2.01.01.26.05.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian 0,00 235.620.000,00 235.620.000,00

Gedung Kantor
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